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Mengapa topik ini penting untuk dibahas? 
 
Topik ini penting untuk dibahas karena layanan kesehatan yang terdigitalisasi akan lebih 
memudahkan pasien. 
 
Pendahuluan/Latar Belakang 
 
Peran digitalisasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat telah meningkat secara 
signifikan. Sayangnya, masuknya pelayanan kesehatan ke dunia digital dapat dikatakan 
lebih terlambat apabila dibandingkan dengan sektor lain, termasuk digitalisasi yang 
dilakukan dalam skala besar. Kendatipun demikian, disrupsi yang terjadi akibat 
digitalisasi layanan kesehatan memiliki dampak yang besar. Meskipun pendekatan dalam 
pendanaan serta skema peraturan berbeda-beda untuk setiap negara, dapat disepakati 
bahwa layanan kesehatan ditandai dengan kurangnya transparansi dan inefisiensi. 
Digitalisasi layanan kesehatan dapat mengarah kepada perkembangan kualitas, efisiensi, 
dan aksesibilitas layanan. 
 
Layanan kesehatan digital sendiri merupakan terma payung yang di dalamnya terdapat 
eHealth, mobile health (mHealth), dan telemedicine. Sementara itu layanan kesehatan digital 
sendiri dapat didefinisikan sebagai ‘perkembangan penyediaan layanan kesehatan yang 
berasal dan dibawa oleh penyedia layanan kesehatan melalui penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk memantau dan mengembangkan kesejahteraan dan 
kesehatan pasien serta untuk mendorong pasien agar bisa memanajemen kesehatannya 
sendiri dan keluarganya.’ 
 
 
Rumusan Masalah  
Bagaimana digitalisasi dalam dunia kesehatan dilakukan? 
 
 
 
 
Argumen Utama 
Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengembangan perangkat 
lunak maupun perangkat keras yang terintegrasi dengan perangkat lunak dan jaringan 
internet.  
 
 
 
Rancangan Heading 1 
Contoh layanan Kesehatan yang mengandalkan perangkat lunak: 

1.​ Pedulilindungi 
2.​ Telemedicine milik swasta (halodoc, dll) 

 
Rancangan Heading 2 (Kalau ada) 
 
Contoh layanan kesehatan yang mengandalkan perangkat lunak, perangkat keras, dan 
jaringan internet. 
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Tiga Hal Yang  Harus Disiapkan untuk Menerapkan Rekam Kesehatan 
Elektronik di Indonesia 

 
Dunia pelayanan kesehatan tengah mengalami transformasi digital. Salah 

satunya yaitu penerapan Electronic Health Record atau dikenal dengan Rekam 
Kesehatan Elektronik (RKE). RKE adalah kumpulan catatan medis elektronik yang 
berasal dari Rekam Medis Elektronik (RME) milik setiap organisasi kesehatan yang 
dinaungi RKE. Sementara, RME merupakan catatan medis elektronik milik individu 
(e.g. riwayat penyakit dan keluhan, jenis perawatan maupun pengobatan yang 
sudah dan sedang diambil, dan hasil laboratorium) yang dibuat, dikumpulkan, 
dikelola, dan dikonsultasikan oleh dokter maupun petugas pelayanan kesehatan 
berotoritas dalam satu organisasi kesehatan tertentu (e.g. rumah sakit, klinik, dan 
Puskesmas).1  

Dikarenakan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai 
organisasi kesehatan, RKE memungkinkan seorang individu terdaftar untuk memiliki 
catatan kesehatan seumur hidup. Keberlanjutannya tidak akan terganggu meskipun 
individu terkait sudah lama tidak menerima pelayanan kesehatan ataupun menerima 
pelayanan kesehatan dari banyak tempat. Agar rekaman kesehatan longitudinal dari 
RKE ini dapat terwujud, setiap RME yang dimiliki organisasi kesehatan wajib 
memenuhi aspek interoperabilitas. Aspek interoperabilitas merupakan kemampuan 
organisasi kesehatan untuk melakukan pertukaran data elektronik kesehatan sesuai 
dengan standar yang telah ditetapkan. 

Keberadaan aspek interoperabilitas menjadikan RKE mampu memfasilitasi 
sistem kesehatan di Indonesia yang menggunakan sistem rujukan. RKE menjadikan 
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sistem rujukan lebih efisien dan efektif dalam melakukan komunikasi intensif di 
antara fasilitas kesehatan—mengingat sistem kesehatan Indonesia yang masih 
mengandalkan kertas2, hal ini menyebabkan birokrasi pelayanan kesehatan 
cenderung memakan banyak waktu agar dapat menghasilkan luaran (output).3 Oleh 
karena itu, pemerintah Indonesia menyadari manfaat penggunaan RKE dengan 
mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 pada 9 
September 2022 lalu. Peraturan ini mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan 
kesehatan (fasyankes) di Indonesia untuk memiliki RME, dengan pemberian tenggat 
waktu transisi bagi setiap fasyankes sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.4 
Kewajiban ini merupakan langkah awal bagi pemerintah untuk memiliki RKE skala 
nasional yang akan diberi nama SATUSEHAT.5   

Agar SATUSEHAT dapat beroperasi secara efektif dan efisien, terdapat tiga 
aspek RKE yang harus dipastikan berada dalam kualitas terbaik, yaitu sumber daya 
manusia (SDM), aksesibilitas, dan keamanan. Tiga aspek ini merupakan hasil 
rangkuman atas studi-studi yang menyebutkan beberapa tantangan dari penerapan 
RKE di negara-negara berkembang yang sudah terlebih dahulu menerapkan RKE 
selain Indonesia. Bagian berikutnya akan mengelaborasi lebih detail dari ketiga 
aspek tersebut. 
 
Sumber Daya Manusia 
​ Tanpa adanya SDM yang kompeten, RKE tidak akan memberikan dampak 
positif yang signifikan bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Di Kamerun, salah 
satu negara di Afrika, keberadaan RKE semakin menegaskan permasalahan alur 
kerja yang berantakan di fasyankes tingkat pertama pada negara tersebut. Petugas 
pelayanan kesehatan maupun pasien kerap melakukan prosedur pelayanan 
kesehatan secara tidak utuh, baik sebelum dan sesudah RKE diterapkan.6 Hal yang 
sama juga dapat terjadi di Indonesia dengan lazimnya koordinasi yang lemah baik di 
intra-organisasi maupun antar-organisasi kesehatan.7  
 

Salah satu contoh lemahnya sistem rujukan di institusional dapat dilihat dari 
kasus di Kota Depok. Berdasarkan audit yang dilakukan Nurrizka dan Setiawati, 
petugas pelayanan kesehatan kerap tidak mengisi kolom-kolom pada formulir 
rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut secara utuh. Kolom tersebut berisi 
informasi mengenai jenis layanan yang dibutuhkan pasien di faskes rujukan, 
diagnosa, alasan rujukan, tanggal rujukan, instruksi bagaimana menjangkau faskes 
rujukan, anamnesa, pemeriksaan fisik, dan terapi yang telah diberikan.8 Padahal, 
informasi-informasi tersebut dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas 
pelayanan di fasyankes tingkat berikutnya.  
​ Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan pengelola 
organisasi kesehatan perlu mengoptimalisasi proses kerja berbasis kertas terlebih 
dahulu sebelum beralih ke RKE. Proses tersebut diiringi dengan persiapan 
infrastruktur teknologi RME dan RKE yang masih terus dikembangkan. Seluruh 
petugas pelayanan kesehatan perlu dipastikan mengikuti secara baik seluruh 
prosedur dan standar kerja yang sudah dibuat. Oleh karena itu, pengawasan dan 
evaluasi menjadi penting untuk mengiringi proses optimalisasi ini.  



Selanjutnya, edukasi dan pelatihan bagi seluruh petugas pelayanan 
kesehatan juga menjadi bagian esensial dari persiapan SDM. Salah satunya adalah 
pemberitahuan mengenai konsekuensi dan jenis tanggung jawab kerja yang 
berubah apabila rekaman medis beralih menjadi elektronik (e.g. pemberian resep 
obat oleh dokter tidak lagi ditulis di atas kertas, melainkan dilakukan secara 
elektronik. Konsekuensi yang didapatkan adalah lebih menghemat waktu, namun 
terdapat beberapa protokol keamanan TI yang harus dilakukan.9). Kemudian, 
petugas pelayanan kesehatan akan dipaparkan dengan alur kerja sekaligus cara 
penggunaan RKE. Simulasi penggunaan RKE juga harus menjadi materi yang 
disampaikan saat pelatihan. Petugas pelayanan  kesehatan tidak boleh hanya 
melihat pemaparan cara menggunakan RKE saja.  
 
Aksesibilitas 
​ Studi terdahulu menyebutkan bahwa RKE yang sulit digunakan oleh petugas 
pelayanan kesehatan yang awam dengan TI menjadikan mereka kesulitan terhadap 
penerapan RKE. Di India, petugas pelayanan kesehatan enggan menggunakan RKE 
secara konsisten karena RKE kerap mengalami kesalahan teknis, seperti perangkat 
lunak yang melambat dan fitur-fitur yang tiba-tiba menghilang.10 Sedangkan di 
Kenya, proses sign in yang rumit akibat prosedur keamanan yang kompleks, 
keharusan untuk melakukan pelaporan dengan unit laporan yang terlalu banyak, dan 
keberadaan proses back-up yang memakan waktu menyebabkan petugas 
pelayanan kesehatan mengalami kesulitan untuk bekerja secara efektif di tengah 
keterbatasan waktu.11 Sementara di Indonesia, studi yang dilakukan Saragih dkk. 
menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan RME di rumah sakit swasta 
berkorelasi positif dengan tingkat penerimaan petugas pelayanan kesehatan atas 
teknologi tersebut.12  
​ Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah harus memastikan bahwa 
RKE yang akan diterapkan memiliki antarmuka yang ramah bagi pengguna 
(user-friendly). Pengembangan end-user engagement ini salah satunya bisa dicapai 
dengan penginformasian dari hasil evaluasi simulasi penggunaan RKE yang sudah 
disebutkan di bagian sebelumnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu mengaudit 
prosedur-prosedur dalam penggunaan RKE, dengan adanya penentuan prosedur 
mana yang wajib ada dan mana yang sekiranya bisa dihilangkan. Terakhir, 
pemerintah dapat membatasi operasionalisasi RKE hanya dalam satu jaringan 
internet dan menggunakan kredensial biometrik (e.g. sidik jari dan retina mata) 
sebagai pengganti kata sandi. Proses ini dapat memudahkan dan mempercepat 
proses sign in bagi petugas pelayanan kesehatan, namun di sisi lain tidak 
mengobarkan aspek keamanan.  
 
 
Keamanan 
​ RKE mengandung informasi-informasi kesehatan individu yang luar biasa 
sensitif dan privat. Hal ini kerap mengundang kelompok kriminal untuk 
membobolnya. Pada tahun 2020 silam, RKE milik Brazil dibobol dan peristiwa ini 



menjadi salah satu insiden pembobolan data terbesar dalam sejarah Brazil. 
Sebanyak 243 juta data rekam medis dicuri oleh para peretas.13 Di Indonesia, 279 
juta data pengguna BPJS dibobol dan dijual di forum peretas pada tahun 2021 
silam.14 Apabila tidak ada persiapan infrastruktur keamanan siber yang memadai, 
bukan tidak mungkin hal tersebut bisa menimpa SATUSEHAT, RKE nasional di 
Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan aspek keamanan dari 
RKE yang akan diterapkan, salah satunya dengan mengacu pada standar 
perlindungan data yang dibuat Uni Eropa yaitu General Data Protection Regulation 
(GDPR). 
 
 

Agar manfaat yang diberikan RKE lebih optimal bagi masyarakat, pemerintah 
perlu mempersiapkan dengan baik tiga aspek yang sudah disebutkan di atas. 
Petugas pelayanan kesehatan perlu dipastikan bersedia dan cakap untuk bekerja 
dalam sistem kesehatan yang baru. Kemudian, pemerintah perlu memastikan bahwa 
RKE yang akan diterapkan merupakan sistem yang ramah terhadap pengguna. 
Terakhir, infrastruktur keamanan yang menunjang RKE harus dipastikan memadai.  
​  
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